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Abstrak

Ketika sepasang suami istri bercerai, anak-anak sering kali menjadi korban
perebutan hak asuh (hadhanah) yang melelahkan. Di pengadilan, hakim dituntut
untuk selalu mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam
praktiknya, menerjemahkan kalimat "kepentingan terbaik" ini tidak pernah
sederhana karena situasi setiap keluarga selalu dinamis dan penuh konflik ego.
Penelitian ini mencoba membedah bagaimana para hakim di Peradilan Agama
menafsirkan asas tersebut saat memutus perkara hak asuh, serta apa saja yang
membuat putusan mereka bisa berbeda-beda. Menggunakan metode yuridis-empiris,
penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga melihat realitas di
lapangan lewat putusan pengadilan dan pandangan para hakim. Temuan lapangan
menunjukkan adanya pergeseran cara pandang: hakim kini tidak lagi sekadar
memakai rumus kaku—seperti anak balita otomatis jatuh ke tangan ibu. Sebaliknya,
hakim mulai mempertimbangkan kematangan emosional, rekam jejak moral orang
tua, bahkan mendengar suara anak itu sendiri jika mereka sudah cukup umur
(mumayyiz). Keterlibatan psikolog dan pekerja sosial juga makin krusial dalam
memengaruhi arah putusan. Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa Mahkamah
Agung perlu merumuskan indikator baku mengenai apa yang dimaksud dengan
"kepentingan terbaik anak" agar ada kepastian hukum yang seragam dan hak-hak

anak pasca-perceraian benar-benar terlindungi secara nyata.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak (Hadhanah); Peradilan Agama; Pertimbangan Hakim;

Perlindungan Anak.
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Pendahuluan

Perceraian sering kali meninggalkan luka yang tidak hanya dirasakan oleh suami istri,
tetapi juga mengorbankan masa depan anak-anak mereka. Ketika sebuah pernikahan
kandas di Pengadilan Agama, salah satu sengketa pasca-perceraian yang paling
menguras emosi dan memicu konflik berkepanjangan adalah perebutan hak asuh
anak atau hadhanah. Secara tradisional, fikih Islam dan aturan hukum positif seperti
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah menyediakan "jalan pintas" berupa
batasan umur. Ibu dianggap sebagai pihak yang paling berhak memegang hak asuh
jika anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz (belum bisa
membedakan hal baik dan buruk). Logika Kklasiknya sederhana: ibu memiliki
kedekatan biologis dan naluri pengasuhan yang lebih alami pada fase-fase awal
pertumbuhan anak.

Namun, realitas sosial masyarakat modern tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan
rumus matematika umur tersebut. Penerapan hak asuh yang kaku ini sering kali
membentur tembok besar bernama asas kepentingan terbaik bagi anak (the best
interests of the child). Asas internasional yang juga diadopsi dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa keselamatan, masa depan, dan
kenyamanan anak harus menjadi panglima tertinggi di atas ego ataupun hak formal
orang tuanya. Dalam banyak kasus kontemporer, hak asuh yang secara normatif harus
jatuh ke tangan ibu justru berisiko membahayakan anak jika sang ibu terbukti tidak
cakap secara moral, mengalami gangguan psikologis, atau menelantarkan anak.
Sebaliknya, ayah—yang dalam aturan klasik baru mendapatkan hak asuh setelah anak
berumur 12 tahun—bisa saja menjadi tempat bernaung yang paling aman dan
menjamin tumbuh kembang anak sejak dini.

Di sinilah ijtihad hakim Pengadilan Agama diuji. Pertimbangan hukum hakim dituntut
untuk bergerak dinamis dan tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang"
yang kaku. Melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun
2017, hakim kini diwajibkan untuk memeriksa langsung realitas pengasuhan di
lapangan, bahkan mendengar langsung suara dan pilihan dari anak itu sendiri di
persidangan. Dinamika ini menarik perhatian karena memunculkan pergeseran
paradigma dari keadilan formal (menuruti teks undang-undang) menuju keadilan
substantif (menjamin kemaslahatan nyata bagi anak). Oleh karena itu, penting untuk
membedah lebih dalam bagaimana para hakim menyeimbangkan antara kepastian
hukum teks fikih dengan fleksibilitas pemenuhan hak anak di tengah kompleksitas
konflik keluarga modern saat ini.
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Sumber Asli: Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah
[jtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak. JISRAH: Jurnal
Integrasi IImu Syariah, 3(3), 363. Sumber Asli: Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas
Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan
Hak Asuh Anak. JISRAH: Jurnal Integrasi IImu Syariah, 3(3), 363.

Metode Penelitian

Memahami bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak dioperasionalkan dalam
ruang sidang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca teks
undang-undang secara tekstual. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang
menggunakan metode yuridis-empiris (sosio-legal). Pilihan metodologis ini
didasarkan pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam
buku (law in books)—seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak—dengan hukum dalam tindakan (law in action), yaitu berupa
ijjtthad nyata yang dilakukan hakim ketika memutus sengketa hak asuh anak
(hadhanah). Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang
statis, melainkan sebagai sebuah gejala sosial yang dinamis, yang secara konstan
berinteraksi dengan ego orang tua, psikologi anak, dan nilai-nilai kemaslahatan
kontemporer.

Dalam upaya membedah fenomena tersebut, penelitian ini memadukan dua pisau
analisis utama, yakni pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan Kkritis
terhadap sejumlah salinan putusan perkara sengketa hadhanah di Pengadilan Agama.
Fokus penelaahan diarahkan secara spesifik pada putusan-putusan yang memuat
anomali hukum atau terobosan hukum (contra legem), di mana hakim secara sadar
menyimpang dari aturan baku fikih klasiknya—misalnya dengan mengalihkan hak
asuh anak di bawah umur dari ibu kandung kepada ayah atau kerabat lainnya demi
keselamatan si anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai
jangkar teoritis untuk mengurai evolusi makna the best interests of the child.
Pendekatan ini melacak bagaimana doktrin perlindungan anak global bersinggungan,
beradaptasi, dan diinternalisasikan ke dalam konsep maslahah mutlak yang menjadi
inti dari hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk menghasilkan analisis yang utuh, data dalam penelitian ini dikelompokkan
menjadi dua pilar utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara
mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun
daring dengan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama. Pemilihan informan
didasarkan pada teknik cuplikan bertujuan (purposive sampling), dengan Kkriteria
bahwa hakim yang diwawancarai memiliki rekam jejak minimal lima tahun dalam
menangani sengketa perkawinan dan pernah memutus perkara hadhanah yang
kompleks atau melibatkan konflik tingkat tinggi. Wawancara ini tidak dirancang
secara kaku layaknya kuesioner, melainkan berupa dialog interaktif yang fleksibel
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untuk menggali ruang batin hakim, pergulatan moral mereka, kesulitan menafsirkan
perilaku orang tua, serta bagaimana mereka menggunakan intuisi hukum untuk
mendefinisikan apa yang terbaik bagi masa depan anak.

Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan untuk memperkuat basis argumentasi
normatif. Data ini mencakup tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menginstruksikan
hakim untuk mendengar suara anak. Bahan hukum sekunder berwujud literatur
ilmiah, draf putusan pengadilan yang inkrah (inkracht van gewijsde), jurnal-jurnal
hukum yang relevan, serta kitab-kitab fikih kontemporer yang membahas dinamika
hadhanah. Sedangkan bahan hukum tersier melibatkan kamus hukum dan
ensiklopedia yang berfungsi membantu mendefinisikan istilah-istilah teknis selama
proses analisis berlangsung. Pengumpulan bahan hukum sekunder ini dilakukan
secara digital melalui inventarisasi sistematis pada direktori putusan Mahkamah
Agung serta pangkalan data jurnal ilmiah terakreditasi.

Seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan studi dokumen tidak
langsung ditelan mentah-mentah, melainkan disaring terlebih dahulu menggunakan
teknik triangulasi sumber. Proses ini krusial untuk menguji keabsahan data dengan
cara mengonfrontasikan apa yang dikatakan hakim dalam wawancara dengan apa
yang tertulis secara nyata di dalam pertimbangan hukum (considerans) putusan
mereka. Selain itu, laporan penasihat akademis atau hasil asesmen pekerja sosial yang
kerap dihadirkan dalam persidangan juga digunakan untuk memverifikasi
objektivitas argumen yang dibangun oleh para pihak yang bersengketa. Dengan
metode pemeriksaan silang ini, subjektivitas peneliti dapat ditekan seminimal
mungkin sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah melewati tahapan verifikasi, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan
menerapkan alur penalaran induktif. Analisis dimulai dengan mengorganisasikan
fakta-fakta partikular yang ditemukan di lapangan: bagaimana hakim merespons
fakta bahwa seorang ibu mengalami gangguan mental, bagaimana hakim menyikapi
anak yang menangis menolak ikut ayahnya, atau bagaimana hakim menilai
kemampuan finansial kedua belah pihak. Fakta-fakta spesifik ini kemudian
dikategorisasikan, direduksi dari hal-hal yang tidak relevan, dan dihubungkan satu
sama lain untuk melihat sebuah pola yang konsisten. Dari pola empiris tersebut,
peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan hukum yang bersifat umum dan
substantif mengenai ke arah mana dinamika hukum hadhanah di Indonesia sedang
bergerak. Hasil analisis inilah yang nantinya disajikan secara naratif untuk menjawab
apakah Peradilan Agama telah berhasil mentransformasikan diri dari sekadar
lembaga pemutus sengketa formal menjadi benteng perlindungan hak asuh anak yang
sejati.
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Hasil dan Pembahasan (Cambria, 12 pt, Bold)

Pergeseran Paradigma Keadilan: Dari Kepastian Tekstual Menuju
Kemaslahatan Substantif

Menelaah putusan-putusan sengketa hak asuh anak (hadhanah) di Peradilan Agama
dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran cara pandang yang
sangat radikal di kalangan hakim. Selama beberapa dekade, penentuan pemegang hak
asuh anak di bawah umur selalu terjebak pada penerapan pasal kaku di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara otomatis menunjuk ibu kandung sebagai
pihak yang paling berhak. Namun, temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa para
hakim kini tidak lagi memposisikan diri mereka sebagai sekadar "corong
undang-undang" yang menutup mata dari realitas sosial. Ketika dihadapkan pada asas
kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), hakim mulai berani
melakukan terobosan hukum (contra legem) dengan melepaskan diri dari kekakuan
teks fikih klasiknya.

Perubahan ini didorong oleh kesadaran bahwa keadilan formal tidak selalu
berbanding lurus dengan keselamatan psikologis dan masa depan anak. Dalam
beberapa kasus yang diteliti, hakim justru menjatuhkan hak asuh anak yang masih
balita kepada sang ayah atau bahkan kakek dan neneknya. Keputusan ekstrem ini
diambil setelah hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang membuktikan
bahwa ibu kandung memiliki rekam jejak moral yang buruk, menderita gangguan
psikologis berat, atau terlibat dalam penelantaran anak yang ekstrem. Di sini, ijtihad
hakim bekerja bukan untuk menegasikan hak seorang ibu, melainkan untuk
menegakkan konsep maslahah mursalah—yaitu mengutamakan pencegahan bahaya
(dar’u al-mafasid) bagi tumbuh kembang anak di atas pemenuhan hak normatif orang
tuanya. Dengan demikian, "kepentingan terbaik" tidak lagi dimaknai sebagai doktrin
abstrak dari hukum internasional, melainkan sebuah kewajiban hukum Islam yang
dinamis dan kontekstual.

Dekonstruksi Indikator "Kepentingan Terbaik" Melalui Pendekatan
Multidimensi

Dinamika yang paling krusial dalam pembuktian sengketa hadhanah modern adalah
hilangnya dominasi faktor usia biologis sebagai penentu tunggal. Hakim di Peradilan
Agama kini merumuskan indikator "kepentingan terbaik" melalui pendekatan
multidimensi yang mencakup kesiapan mental, stabilitas ekonomi-edukatif,
lingkungan sosial tempat anak tumbuh, serta yang tidak kalah penting: suara hati
anak itu sendiri. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1
Tahun 2017 terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengubah
jalannya persidangan. Hakim kini aktif melakukan pemeriksaan langsung di ruang
sidang yang ramah anak, berdialog dari hati ke hati untuk mendengar kemauan anak
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yang sudah mumayyiz, atau setidaknya mulai bisa mengekspresikan kenyamanan
emosionalnya.

Namun, mengandalkan intuisi hakim dan kesaksian lisan anak tentu tidak cukup di
tengah tingginya konflik ego antara ayah dan ibu yang bercerai. Di sinilah ditemukan
adanya kolaborasi interdisipliner di dalam ruang pengadilan. Hakim kini kerap
bersandar pada laporan asesmen objektif dari psikolog anak, konselor keluarga, atau
pekerja sosial yang dihadirkan sebagai ahli. Rekomendasi psikologis mengenai
kedekatan emosional (emotional attachment) dan tingkat trauma anak menjadi
variabel penentu yang sangat memengaruhi keyakinan hakim. Pergeseran ini
membuktikan bahwa pembuktian dalam sengketa hadhanah telah bertransformasi
dari sengketa keperdataan biasa yang kaku menjadi sebuah proses perlindungan
sosial yang humanis.

Tantangan Eksekusi dan Disparitas Putusan: Sisi Kelam Penegakan
Hukum Hadhanah

Meskipun secara konseptual ijtihad hakim Peradilan Agama telah menunjukkan
kemajuan yang luar biasa, penelitian ini menemukan bahwa realitas pasca-putusan
masih menyisakan persoalan pelik yang belum terselesaikan. Persoalan utama
terletak pada sulitnya mengeksekusi putusan hak asuh anak. Berbeda dengan
eksekusi objek sengketa kebendaan seperti tanah atau rumah yang bisa dilakukan
secara paksa, eksekusi terhadap anak manusia tidak mungkin dilakukan dengan
cara-cara represif karena berisiko menimbulkan trauma psikologis yang mendalam
bagi si anak. Dalam banyak kasus, pihak orang tua yang kalah sering kali
menyembunyikan anak, memindahkan sekolah secara sepihak, atau melakukan
doktrinasi negatif (parental alienation) agar anak membenci orang tua yang
memenangkan hak asuh.

Selain kendala eksekusi, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan berupa
disparitas putusan yang cukup tinggi antar-wilayah pengadilan. Karena belum adanya
standardisasi indikator yang baku mengenai batasan konkret "kepentingan terbaik
bagi anak" dalam regulasi internal Mahkamah Agung, interpretasi antara satu majelis
hakim dengan majelis hakim lainnya masih sangat subjektif. Satu pengadilan mungkin
menganggap faktor ekonomi ayah sebagai penentu utama kebahagiaan anak,
sementara pengadilan lain lebih mengutamakan faktor waktu luang yang dimiliki ibu
meskipun ekonominya pas-pasan. Ketidakseragaman paradigma ini berpotensi
memicu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hasil pembahasan ini menegaskan
bahwa ijtihad progresif hakim di ruang sidang harus segera diimbangi dengan
reformasi hukum acara eksekusi hadhanah yang lebih komprehensif serta
penyusunan pedoman standardisasi indikator penilaian anak yang mengikat bagi
seluruh hakim Peradilan Agama di Indonesia.

ljtihad: Jurnal Studi Hukum Islam
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) International
License.

©MO)



https://ejournal.ssapontianak.ac.id/index.php/Istihsan
https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ljtihad: Jurnal Studi Hukum Islam
Vol., No., 2026 ISSN:
Official Website: https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad

Penutup (Cambria, 12, Bold)

Berikut adalah draf bagian Penutup (yang mencakup Kesimpulan dan Saran) yang
ditulis secara mendalam, analitis, dan mengalir alami tanpa menggunakan poin-poin
kaku. Tulisan ini dirancang komprehensif untuk memenuhi bobot tulisan ilmiah
dengan panjang sekitar 750-800 kata.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah diuraikan, penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best
interests of the child) dalam sengketa hak asuh (hadhanah) di Peradilan Agama telah
mengalami transformasi konseptual yang sangat progresif. Hakim tidak lagi
menempatkan diri mereka sebagai pelaksana teks undang-undang yang kaku atau
sekadar merujuk pada batasan usia biologis anak sebagaimana yang tertera secara
tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, ditemukan adanya
pergeseran paradigma hukum dari keadilan yang bersifat formal-legalistik menuju
keadilan substantif yang berbasis pada kemaslahatan nyata bagi anak. Paradigma
baru ini menempatkan keselamatan fisik, stabilitas psikologis, dan jaminan masa
depan anak sebagai panglima tertinggi, yang dalam kondisi darurat tertentu, mampu
mengesampingkan hak-hak normatif orang tua kandungnya.

Evolusi ini juga meredefinisi proses pembuktian di ruang sidang. Penafsiran
mengenai apa yang terbaik bagi anak kini diukur melalui pendekatan multidimensi.
Melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017,
suara dan kenyamanan emosional anak yang sudah mumayyiz kini didengar secara
langsung oleh hakim melalui mekanisme persidangan yang humanis dan ramah anak.
Lebih dari itu, objektivitas putusan kini semakin diperkuat oleh keterlibatan disiplin
ilmu lain, seperti psikologi dan ilmu kesejahteraan sosial, melalui laporan asesmen
formal yang dihadirkan di persidangan. Kehadiran para ahli ini membantu hakim
memetakan kedekatan emosional (emotional attachment) serta mendeteksi potensi
trauma pada anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak lagi bersifat spekulatif
melainkan berbasis pada data empiris yang akurat.

Namun, di balik lompatan progresif di ruang sidang tersebut, penelitian ini juga
menyimpulkan adanya jurang pemisah yang lebar antara teks putusan dengan realitas
penegakan hukum pasca-putusan. Sisi kelam dari sengketa hadhanah modern di
Indonesia terletak pada rapuhnya sistem eksekusi dan tingginya disparitas putusan
antar-wilayah pengadilan. Ketiadaan hukum acara eksekusi yang spesifik dan
humanis membuat putusan-putusan hak asuh yang sudah berkekuatan hukum tetap
sering kali macet di lapangan, terutama ketika pihak yang kalah melakukan
perlawanan emosional seperti menyembunyikan anak atau melakukan doktrinasi
negatif (parental alienation). Di saat yang sama, belum adanya indikator baku yang
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disepakati bersama mengenai batasan "kepentingan terbaik” memicu lahirnya
putusan-putusan yang saling bertolak belakang antara satu pengadilan dengan
pengadilan lainnya, yang pada akhirnya justru mengorbankan kepastian hukum dan
perlindungan terhadap anak itu sendiri.
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